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ANG MAHA ESA

jkat pertama, dalam

perkara Perwalian

A, 10 Oktober 1982,
$embako, pendidikan
ulawa, Kecamatan

helgai Pemohon

hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian kepada anak Pemohon
yang bernama:

Kristian Rasid bin Husin Rasid, NIK : 7504090604100001, tempat
tanggal lahir Marisa, 26 April 2010, umur 14 tahun, agama
Islam, pendidikan SMP kelas VIII, pekerjaan tidak ada, alamat di Desa
Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2002, telah menikah Pemohon dengan
seorang laki-laki yang bernama Husin Rasid bin Ayuba Rasid di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Boalemo berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 225/18/VII11/2002 tanggal 08 Juli 2002;
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ecamatan Buntulia,
dah dan tinggal di
ntulia, Kabupaten
Husin Rasid bin

Petani;

8. Bahwa untuk mengurus administrasi balik nama sertifikat tanah atas
nama Almarhum suami Pemohon, namun karena anak kedua dari
Pemohon dengan Almarhum suaminya yang bernama Kristian Rasid bin
Ayuba Rasid, umur 14 tahun, lahir pada tanggal 06 April 2010, belum
cakap hukum, maka Pemohon bermohon mengajukan perwalian terhadap
anak kedua Pemohon dengan Almarhum suaminya Pemohon tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;
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) sebagai wali dari
3ld bin Husin Rasid,

Bkim, alat bukti surat tersebut telah
gan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi
2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 225/18/VI1/2002 tanggal 8 Juli
2002, atas nama Husin Rasid bin Ayuba Rasid dan Irna Hakim binti Udin
Hakin, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai
dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf dan diberi kode P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7504-LT-08052017-0009
tanggal 8 Mei 2017 atas nama Kristian Rasid, alat bukti surat tersebut
telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis
diberi paraf dan diberi kode P3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7504091508220001 atas nama
kepala keluarga Irna Hakim, alat bukti surat tersebut telah diberi meterai
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Majelis diberi paraf dan diberi

{504-KM-15082022-0001
ah diberi meterai cukup
paraf dan diberi kode

pulan tetap pada
penetapan;

i, ditunjuk segala
perkara ini sebagai

dbnan Pemohon adalah

perkara perwalian, maka
§ ¥ndang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
elah diubah dengan Undang-Undang
n kedua dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan

memutus perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
perwalian anak adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki
yang bernama Husin Rasid bin Ayuba Rasid dikaruniai anak bernama
Kristian Rasid bin Husin Rasid, namun Husin Rasid bin Ayuba Rasid telah
meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan
Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap

untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu
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nak tersebut, untuk dapat

ingan kepengurusan balik

sampai dengan P.5
oleh Pejabat yang
telah dicap pos
s@but relevan dengan
@t-alat bukti tersebut
aikta autentik memiliki

a fotokopi Kartu Tanda
aka terbukti Pemohon

hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta
Kelahiran atas nama Kristian Rasid, lahir pada tanggal 06 April 2010 dari
pasangan suami istri Pemohon dengan Husin Rasid bin Ayuba Rasid, maka
harus dinyatakan terbukti bahwa Kristian Rasid adalah anak kandung
Pemohon dengan Husin Rasid bin Ayuba Rasid dan anak tersebut saat ini
telah berusia 14 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas
nama Kepala Keluarga Irna Hakim dengan anggota keluarga Irsan Rasid dan
Kristian Rasid dengan keterangan yang tercantum dalam Kartu Keluarga
tersebut mengenai status marital Pemohon sebagai janda (cerai mati) dan
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p Asli Surat Kematian
id telah meninggal
a harus dinyatakan
inggal dunia pada

Pertimbangan Pe
Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon,
selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:
1. Tentang agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon;
Menimbang, bahwa oleh karena dictum petitum ini berkaitan dengan
dictum petitum setelahnya maka terhadap dictum tersebut dapat dijawab
bersamaan atau bergantung dengan dictum petitum selanjutnya;
2. Tentang menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih di
bawah umur bernama Kristian Rasid bin Husin Rasid;
Menimbang, bahwa Pemohon sebagai lbu kandung dari anak yang
bernama Kristian Rasid bin Husin Rasid merupakan orang tua yang telah
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nembesarkan anak tersebut

meninggal duniapun
dalam merawat dan
but Pemohon memiliki
etentuan Pasal 47
ang menyatakan:

tahun atau belum

hsaan orang tuanya

erbuatan hukum di

ini memohon untuk
ohon terhadap anak
ari anak tersebut, maka
Pemohon harus dimaknai

pakan hak Pemohon yang

emohon ini  bertujuan untuk

melainkan untuk kepentingan memenuhi hak dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam,
maka permohonan dalam petitum ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali /
Kuasa asuh atas Kristian Rasid bin Husin Rasid, maka hak-hak dan

kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa /
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alinya, semata-mata untuk

termasuk bidang
t (1) Undang-Undang
himana telah diubah

Hakim) sebagai wali
Rasid;

Rifki Fuadi, -masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Ridwan
Anugerah Mantu, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon;

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.
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akim Anggota,

i Fuadi, S.H.I.
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